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Abstract

The purpose of research procedures for adoption according to the compilation of islamic law
and civil law is to implement adoption in accordance with the laws that apply to them. Second,
the legal status of adoption to the giving of hereditary property according to the compound of
islamic law and civil law is that children are legally adopted through judicial rulings, as is the
right to inherit the estate of their parents, whereas by islamic law adoption has not brought legal
results in blood relations, relatives and legacies with adoptive parents, Yet the heir remains the
heir to his biological parents. Thus, adopted children do not inherit the belongings of their
adoptive parents.
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Abstrak

Tujuan penelitian prosedur pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan hukum
perdata adalah dilakukanlah pengangkatan anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka.
Kedua, kedudukan hukum pengangkatan anak terhadap pemberian harta peninggalan pewaris
menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata adalah anak yang diadopsi secara sah
melalui putusan pengadilan kedudukannya adalah sama dengan anak kandung, sehingga yang
bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sedangkan menurut hukum Islam
pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan saudara
dan warisan dengan orang tua angkat, meskipun begitu ahli waris tersebut tetap menjadi ahli
waris dari orang tua kandungnya. Dengan demikian, anak adopsi tidak mewarisi harta
peninggalan orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Penetapan, Itsbat Nikah, Hak-Hak Anak.

I. PENDAHULUAN anak. Memiliki keturunan adalah suatu keba-

nak merupakan harapan setiap
orang tua (ibu dan ayah), dan salah
satu antar

tujuan  pernikahan

suami-istri adalah memiliki keturunan yaitu

hagian orang tua karena dengan keturunan ter-
sebutlah segala sesuatu yang dimiliki dan di-
harapkan orang tua akan diteruskan olehnya.

Namun, harapan baik dan mulia itu terkadang
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tidak dapat tercapai oleh setiap pasangan sua-
mi-istri. Tidak pula sedikit pasangan suami-
istri sulit mendapatkan keturunan diantara ba-
nyak pasangan suami-istri lainnya yang mu-
dah mendapatkannya.

Perlindungan anak adalah segala upaya
yang ditunjukan untuk mencegah merehabili-
tasi dan memberdayakan anak yang menga-
lami tindak perlakuan yang salah, eksploitasi
dan penelataran agar dapat menjamin kelang-
sungan hidup dan tumbuh kembang anak
secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.
(Sholeh Soeaidy, 2011;4).

Perlindungan anak wajib diwujudkan
sebagai daya upaya menjamin kualitas genera-
si. Salah satu cara dan upaya yang bertujuan
untuk melindungi hak-hak anak adalah melak-
sanakan pengangkatan anak. Perlindungan hu-
kum terhadap hak-hak anak juga tidak terlepas
bagi anak angkat yakni seorang anak yang di-
angkat oleh orang tua angkatnya.

Perlindungan hak-hak anak angkat ini
hampir sama dengan anak kandung, yakni te-
rutama meliputi tentang pengasuhan / hadha-
nah maupun perwalian, dimana diatur oleh
Hukum Islam, Hukum Adat, dan Peraturan
Perundang-undangan. Masalah perlindungan

hak-hak anak angkat sudah diatur di dalam
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Hukum Islam sebagaimana terdapat didalam
Al-Qur’an surat Al-Ahzab 4-5 ;

(o 351 Jaa L3 aiia o8 ol (e JAI AN Jrs
B0 & A 2 ale Jna L aksgal Gike 03 e
258 A san 5hs Gall s ans Le S Al
b AL dhelile 1305 4 (48 4 e Lokl 5h iy
W (05 4 Al s 204 &l (a5 ilga o
Lis 5 158 0 585 K58 s
Artinya ; Allah sekali-sekali tidak men-
jadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-
istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu,
dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkat-
mu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang
demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut-
mu saja. Dan Allah mengatakan yang sebe-
narnya dan Dia menunjukan jalan (yang be-
nar).Panggilah mereka (anak-anak angkat itu
)dengan (memakai)nama bapak-bapak mere-
ka: itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan
jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak me-
reka, maka (panggilah mereka sebagai) sau-
dara-saudaramu seagama dan maula-maula-
mu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa
yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada
dosanya)apa yang disengaja oleh hatimu. Dan
adalah Allah maha Pengampuan lagi Maha
Penyanyang .(Qs. Al-Ahzab (33):4-5).
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Dalam ayat di atas, Allah Ta’ala mela-
rang seorang anak angkat dipanggil (dinasab-
kan) kepada orang tua angkat mereka. Dan
sungguh karena keimanan Zaid bin Haritsah
radhiyallahu’anhu, beliau mengatakan setelah
turunnya ayat ini, “Saya (bernama) Zaid bin
Haritsah.” Beliau radhiyallahu’anhu tidak lagi
menyebut dirinya dengan Zaid bin Muham-
mad. Hal ini menunjukan tingginya iman para
sahabat, sehingga mudah bagi mereka untuk
bersegera melaksanakan perintah Allah SWT.
Anak merupakan amanah sekaligus karunia
Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai
harta kekayaan yang paling berharga diban-
dingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak
sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga
dan dilindungi karena dalam diri anak melekat
harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia
yang harus dijunjung tinggi.

Masalah pengangkatan anak bukanlah
masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak
zaman dahulu telah dilakukan pengangakatan
anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-
beda sesuai dengan sistem hukum dan perasa-
an hukum yang hidup berkembang di daerah
yang bersangkutan. Pengangkatan anak harus
melalui proses hukum, dengan adanya peneta-
pan hakim di pengadilan, diharapkan pe-

ngangkatan anak kemudian hari memiliki
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adanya kepastian hukum bagi anak angkat
maupun orang tua angkat. Praktik pengangka-
tan anak yang dilakukan melalui pengadilan
tersebut telah berkembang baik dilingkungan
peradilan Negeri maupun Peradilan Agama
bagi mereka yang beragama Islam.

Pengangkatan anak menurut Islam ha-
nyalah boleh mengasuh anak orang lain de-
ngan maksud ibadah kepada Allah seperti
memberikan anak tersebut hak untuk menda-
pat pendidikan dan pengajaran serta memberi-
kan kasih sayang penuh sama halnya dengan
anak kandung tanpa memisahkan nasab dari
bapak kandungnya.

Pernyataan mengenai pengangkatan a-
nak tidak memutuskan hubungan nasab antara
anak angkat dengan orang tua kandungnya
yang diatur juga dalam peraturan perundang-
undangan di antaranya :

1. Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor
35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
“Pengangkatan anak sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) tidak memutuskan hubu-
ngan darah antara anak yang diangkat dan
orang tua kandungnya”.

2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54

tahun 2007 tentang pengangkatan anak
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“Pengangkatan anak tidak memutuskan
hubungan darah antara anak yang diangkat
dengan orang tua kandungnya”.

3. Pasal 2 Ayat (1) Huruf b peraturan peme-
rintah Sosial nomor 110/Huk/2009 “Pe-
ngangkatan anak tidak memutuskan hubu-
ngan darah anak yang diangkat dengan
orang tua kandungnya”.

Putusan-putusan pengadilan mengenai
pengangkatan anak yang berhasil dikumpul-
kan dari pengadilan negeri seluruh Indonesia
diperoleh gambaran bahwa apabila dijumlah-
kan maka seluruh pengangkatan anak yang
sampai pada Pengadilan Negeri (setidaknya
yang disampaikan kepada Mahkamah Agung)
jumlahnya lebih banyak yang berasal dari
yayasan dari pada dari orang tua kandungnya.
Tujuan dari lembaga pengangkatan antaran
lain adalah untuk meneruskan keturunan,
manakala dalam sebuah perkawinan tidak
memperoleh keturunan.

Pengangkatan anak semakin kuat dipan-
dang dari sisi kepentingan yang terbaik bagi si
anak, untuk sebagai sarana untuk meningkat-
kan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki
kehidupan dan masa depan si anak yang akan
diangkat. Menurut pasal peraturan pemerintah
Nomor 54 tahun 2007 pasal 12 ayat (1) syarat
anak yang hendak diangkat adalah ;

YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA

Volume 6 Nomor 3 Edisi Agustus 2021 (13-27)
1. Berusia 18 (delapan belas) tahun,
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantar-
kan
3. Berada dalam asuhan keluarga atau lem-
baga Pengasuhan Anak
4. Memerlukan perlindungan khusus.

Kedudukan anak angkat dalam hukum
Islam tetap dinisbatkan kepada orang tua kan-
dungnya dan bukan kepada bapak angkatnya.
Dan dalam hukum kewarisan Islam anak
angkat tidak mendapatkan hak waris dari ba-
pak angkatnya, akan tetapi hak waris kembali
kepada bapak kandung dari anak angkat
tersebut. Anak angkat dalam islam bisa men-
dapatkan harta dari bapak angkatnya melalui
jalur hibah dan juga jalur wasiat. Karena pada
prinsipnya hak waris timbul karena hubungan
darah atau hubungan perkawinan. Meski de-
mikian, anak angkat dapat menerima hibah
dari orang tua angkatnya.

Peraturan pemerinah Nomor 54 Tahun
2007 tentang pengangkatan Anak menyatakan
bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk
kepentigan terbaik bagi anak dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindu-
ngan anak, yang dilaksanakan berdasarkan
adat kebiasaan setempat dan ketentuan peratu-
ran perundangan-undangan. Adapun tujuan

motif untuk mengangkat seorang anak adalah
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karena belum mempunyai anak, adanya hara-
pan kepercayaan mendapatkan anak setelah
mengangkat anak atau sebagai pancingan,
masih ingin menambah anak dari anak yang
lain dari anak yang telah di miliki, untuk
dipakai sebagai teman untuk anak tunggal
yang sudah ada, karena belas kasihan terhadap
anak terlantar miskin atau anak y Pengangka-
tan anak di Indonesia yang dilakukan oleh
warga negara Indonesia (Domestik adoption)
terdiri pengangkatan anak antar warga megara
Indonesia melalui lembaga pengangkatan anak
secara langsung (Privat Adoption), Pengang-
katan anak oleh orang tua tunggal (Single Pa-
rent) dan pengangkatan anak menurut hukum
adat dalam praktiknya pengangkatan anak
dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai
berbagai macam tujuan atau motivasi, untuk
menghindari praktik pengangkatan anak de-
ngan motivasi konversial, perdagangan atau
sekedar untuk pancingan dan lain sebagainya
yang dianggap bertentangan dengan tujuan
dari pengangkatan anak maka proses pengang-
katan anak harus melalui proses yang legal
yaitu dengan penetapan pengadilan, dengan
begitu hak yang dimiliki oleh anak adopsi dan
orang tua angkat sama, sama terjamin. Selain
itu pengangkatan anak juga harus memperha-

tikan budaya dan akidah masyarakat Indonesia
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yaitu tidak memutuskan hubungan nasab
antara anak yang akan diangkat dengan orang
tua kandungnya.

Anak angkat tidak berhak mewarisi harta
peninggalan orang tua angkatnya, karena me-
nurut islam dasar pewaris hanya disebabkan
oleh dua hal yaitu hubungan darah dan hubu-
ngan perkawinan. Anak angkat tidak mempu-
nyai hubungan darah dengan orang tua ang-
katnya, sehingga anak bukan ahli waris dari
orang tua angkatnya, namun tetap menjadi ahli
waris dari orang tua kandungnya. Mengurus
masa depan anak adalah sama dengan mengu-
rus dan menyelamatkan masa depan bangsa
dan negara Indonesia. Di samping hak-hak
dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-
anak dan termasuk anak anagkat memiliki ke-
wajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi
yang harus juga harus dilaksanakan oleh seo-
rang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewaji-
ban untuk, menghormati orang tua, wali, dan
guru, mencintai keluarga, masyarakat, menya-
yangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan
negara, menunaikan ibadah sesuai dengan
ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan
akhlak yang mulia.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Indonesia
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kedudukan anak angkat (adopsi) dipersama-
kan dengan anak kandung dalam suatu keluar-
ga, sehingga apabila orang tua angkatnya
meninggal dunia dia dapat menjadi ahli waris
atau tidak dapat mahjubkan saudara-saudara
kandung pewaris. Hal ini dapat terlihat dalam
yurisprudensi pengadilan negeri dan Mahka-
mah Agung Republik Indonesia. Pengukuhan
anak adopsi berdasarkan hukum Islam secara
akademis telah dikomentari oleh pakar hu-
kum Islam di Indonesia dan membatasinya de-
ngan anak sebatas pemeliharaan, pendidikan,
pengayoman, dan hak-hak anak pada umum-
nya, tidak boleh memperlakukan atau mendu-
dukannya seperti anak sendiri. atim piatu dan
sebagainya.
1. KAJIAN TEORI
A. Pengangkatan Anak Menurut Hukum
Islam dan Hukum Positif

Anak angkat adalah sebuah ungkapan
yang artinya anak orang lain yang di jadikan
seperti anak sendiri secara sah. Pengertian
anak angkat secara bahasa atau etimologi da-
pat diartikan bahwa anak angkat dalam bahasa
arab disebut “fabanny” yaitu suatu kebiasaan
pada masa jahiliyah dan permulaan islam
yaitu apabila seorang mengangkat anak orang
lain sebagai anak, berlakulah hukum-hukum

yang berlaku atas anak kandung, menurut ka-
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mus munjid diartikan sebagai ‘ittikhhadzahu
ibnan’ yaitu menjadikan anak angkat sebagali
anak. Sedangkan anak angkat yang berasal
dari kata ‘lugata’ yang berarti mengambil
anak pungut yang belum dewasa ditemukan
dijalan dan tidak diketahui keturunannya.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia
pengangkatan anak disebut juga dengan
istilaha “Adopsi” yang berarti pengambilan
(pengangkatan) anak orang lain secara sah
menjadi anak sendiri. Pengertian anak angkat
menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak
yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya
sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya
beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal
kepada orang tua angkatnya berdasarkan
putusan pengadilan. Anak yang sudah dewasa
menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak
yang sudah mampu berdiri sendiri atau dewa-
sa yakni usia sudah 21 tahun, dimana sepan-
jang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun
mental atau belum mumayyiz belum berumur
12 tahun dan yang telah mumayyiz. (Kedudu-
kan hukum dan hak waris anak angkat, 2014).
Maka dianjurkan lebih baik untuk mengangkat
yang belum dewasa. Definisi dalam kompilasi
hukum islam adalah anak yang dalam pemeli-
haraan untuk hidupnya sehari-sehari,biaya

pendidikannya dan sebagainya beralih tang-
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gung jawabnya dari orang tua asal kepada
orang tua angkatnya berdasarkan putusan
pengadilan. Sedangkan menurut Enslikopedia
hukum Islam, tabbani disebut dengan adopsi
berarti pengangkatan anak orang lain sebagai
anak orang lain.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pe-
ngertian anak angkat yaitu, pada Pasal 1 angka
9 disebutkan bahwa;”Anak angkat adalah anak
yang haknya dialinkan dari lingkunan kekua-
saan keluarga orang tua, wali yang sah, atau
orang lain yang bertanggung jawab atas pera-
watan, pendidikan, dan membesarkan anak
tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang
tua angkatnya berdasarkan putusan atau pene-
tapan pengadilan.

Pengangkatan anak yang diatur dalam
Staatsblad 1917 Nomor 129 yaitu pengangka-
tan anak bagi golongan Tionghoa dalam sys-
tem hukum di Indonesia. Dari ketentuan da-
lam stbl. 1917 No. 129 tampak bahwa peratu-
ran itu menghendaki agar setiap pengangkatan
anak memenuhi persyaratan tertentu yang
bersifat memaksa (Compulsory), sehingga ti-
dak dipenuhinya persyaratan dimaksud akan
mengakibatkan batalnya pengangkatan itu.
Ordonansi dalam stbl.1917 No. 129 mengatur

tentang pengangkatan anak yang berkepala

YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA

Volume 6 Nomor 3 Edisi Agustus 2021 (13-27)
“Van Adoptie”. Ini terdiri dari 11 pasal, yaitu
dari pasal 5 sampai dengan pasal 15 sebagai
berikut :

1. Yang dapat mengangkat anak adalah;
suami, istri, janda, atau duda (Pasal 5).

2. Yang dapat diangkat, ialah; hanya orang
Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan
tidak beranak dan yang belum diadopsi
oleh orang lain (Pasal 6).

3. Yang diadopsi harus sekurang-kurangnya
delapan belas tahun lebih muda dari istri
atau janda yang mengadopsinya (Pasal 7
ayat; 1).

4. Adopsi hanya dapat dilakukan dengan Akta
Notaris (Pasal 10 ayat:1).

5. Anak adopsi demi hukum harus memakai
nama keluarga orang tua angkatnya (Pasal
11)

6. Adopsi menyebabkan putusnya hubungan
hukum antara orangtua adopsi dan orangtua
kandung (Pasal 14).

7. Adopsi terhadap anak perempuan dan a-
dopsi dengan cara lain selain dari pada
Akta Notaris adalah batal demi hukum
(Pasal 15 ayat; 2). (Meliala, 2012; 79)

Menurut Amir Martosedono mengata-
kan, anak angkat adalah anak yang diambil
oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara,

diberi makan, diberi pakaian kalau sakit diberi
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obat, supaya tumbuh menjadi dewasa, diper-
lakukan seperti anak sendiri dan bila nanti
orang tua angkatnya meninggal dunia, dia
berhak atas warisan orang yang mengangkat-
nya. (Anshary, 2014;170)

Dalam pranata hukum nasional dengan
pemahaman yang lebih dekat pada pranata hu-
kum Islam sebagaimana dalam Instruksi Pre-
siden RI Nomor 1 Tahun 1991, Keputusan
Menteri Agama Rl Nomor 154 tahun 1991
mengenai Hukum Islam (KHI), Pasal 171 h
disebutkan;

Anak angkat adalah yang dalam hal
pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari,
biaya pendidikan, dan sebagaimana beralih
tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada
orang tua angkatnya berdasarkan putusan

pengadilan.

Pengertian pengangkatan anak menurut
hukum adat dapat ditemukan dalam doktrin
maupun yurisprudensi Pengertian pengangka-
tan anak dalam doktrin dikemukakan antara
lain oleh Surjono Wignjodipuro yang menya-
takan bahwa pengangkatan anak adalah suatu
perbuatan mengambil anak orang lain keda-
lam keluarga sendiri sedemikian rupa sehing-
ga antara orang yang memungut anak dan

anak yang dipungut itu timbul hubungan
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kekeluargaan yang sama seperti yang ada
antara orang tua dengan anak kandungnya
sendiri. (Musthofa, 2013;14)

Yurisprudensi  semula berpandangan
bahwa terjadinya pengangkatan anak bergan-
tung pada proses formalitas adat pengangka-
tan anak. Hal ini dapat diketahui dari putusan
mahkamah Agung Rl Nomor 210 K/Sip/1973
bahwa untuk mengetahui keabsahan seorang
anak angkat tergantung kepada upacara adat
tanpa menilai secara objektif keberadaan anak
tergantung dalam kehidupan keluarga orang
tua angkat. Syarat keabsahan anak angkat
demikian semakin jelas terlihat dari Putusan
Mahkamah Agung Rl Nomor 912 K/Sip/1975
yang menyatakan bahwa upacara adat tidak
sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil
dipelihara serta dikawinkan orang yang ber-
sangkutan. Pengangkatan juga mengharuskan
adanya sepakat dari orang-orang atau orang
yang akan melakukannya. Hal ini berarti
bahwa pengangkatan anak tidak bias dipaksa-
kan oleh orang lain. Pasal 1321 KUH Perdata
menentukan “Tiada sepakat yang sah apabila
itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh

dengan paksaan atau penipuan.”

dji,2015 ;297)

(Pramu-
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Hal berarti itu juga bahwa pengangkatan
oleh suami-istri itu. Apabila yang diangkat itu
adalah anak yang berumur lebih dari 15 tahun
dan kurang dari 21 tahun maka diperlukan
kata sepakat dari si anak. Selanjutnya jika
anak itu telah dewasa (21 tahun atau lebih)
maka pengangkatan anak itu cukup bila
mendapat persetujuan atau sepakat anak itu
saja, karena orang tuanya telah mempunyai
kekuasaan orang tua lagi atas anak tersebut.
Disamping itu tidak boleh dikesampingkan
ketentuan lainnya yakni bahwa setiap pe-
ngangkatan anak harus dilakukan dengan akte
notaris. (Rusli, 2012;77)

Prosedur pengangkatan dalam Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang per-
lindungan anak, mengenai proses pengangka-
tan di Indonesia diatur juga dalam Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlin-
dungan anak, dalam pengaturan Undang-
undang tersebut dinyatakan bahwa pengang-
katan anak tidak memutuskan hubungan darah
antara anak angkat dengan orang tua kan-
dungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara
umum adalah hak dan kewajiban yang ada
antara anak dan orang tua baik secara agama,
moral maupun kesusilaan. Undang-undang

tentang Perlindungan anak nomor 23 tahun
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2002 yaitu diatur dalam pasal 39,40 dan pasal

41.

A. Adapun
angkat:

Syarat-syarat bagi  orangtua

1. Pengangkatan anak yang langsung dila-

kukan antara orang tua kandung dengan
orang tua angkat diperbolehkan.

2. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh
seorang yang tidak terikat dalam perka-
winan sah atau belum menikah diperbo-
lehkan.

B. Syarat-syarat bagi calon anak yang
diangkat :

1. Dalam hal calon anak tersebut berada da-
lam asuhan suatu yayasan sosial harus di-
lampirkan. Surat ijin tertulis Menteri Sosial
bahwa yayasan yang harus bersangkutan
telah diijinkan bergerak dibidang kegiatan
pengangkatan anak.

2. Calon anak angkat yang berada dalam
asuhan yayasan sosial yang dimaksud dia-
tas harus pula mempunyai ijin tertulis Men-
teri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bah-
wa anak tersebut diijinkan untuk diserah-
kan sebagai anak angkat.

Sedangkan menurut Pasal 12 Peraturan

Pemerintah 54 Tahun 2007 tentang pelaksaan

pengangkatan anak meliputi ;

1. Belum berusia 18 Tahun.
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2. Merupakan anak terlantar atau
ditelantarkan.

3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam
lembaga pengasuhan anak.

4. Memerlukan perlindungan khusus.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor

54 Tahun 2007 pasal 12 ayat (2), mengenai

usia anak yang hendak diangkat ;

a. Anak berusia 6 tahun merupakan prioritas
utama.

b. Anak berusia 6 tahun sampai dengan beru-
sia 12 tahun, sepanjang ada alasan mende-
sak

c. Anak berusia 12 tahun sampai dengan
berusia 18 tahun, memerlukan perlindu-
ngan khusus.

A.Hak-Hak Anak Angkat

Hukum Islam dan Hukum Positif

Menurut

Perlindungan hak anak pada hakikatnya
menyangkut langsung pengaturan dalam pera-
turan dalam peraturan perundang-undangan.
Kebijakan, usaha, dan kegiatan yang menja-
min terwujudnya perlindungan hak anak ang-
kat didasarkan atas peritmbangan bahwa anak-
anak merupakan golongan yang rawan dan de-
pendent, di samping karena adanya golongan
anak-anak yang mengalami hambatan dalam

pertumbuhan dan perkembangannya, baik
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rohani, jasmani maupun sosial. (Kania, 2018:
234)

Perlindungan terhadap anak di Indonesia
termasuk anak angkat bertujuan untuk menja-
min terpenuhinya hak-hak anak agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi
secara optimal sesuai harkat dan martabat ke-
manusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya
anak Indonesia yang berkulitas, berakhlak
mulia, dan sejahtera. Anak angkat dan anak-
anak lain pada umumnya adalah amanah dan
karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam
dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan
harkat serta martabat sebagai manusia seutuh-
nya, melekat hak-hak yang perlu dihormati
dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya
dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak
angkat dimaksud antara lain: (Drs.H. Ahmad
Kamil, 2017;68)
1. Berhak  hak

berkembang dan berpatisipasi secara wajar
harkat

untuk  hidup, tumbuh,

sesuai  dengan dan  martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Berhak atas suatu nama sebagai indentitas

diri dan status kewarganegaraan
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. Berhak beribadah menurut agamanya,
berpikir, dan bereskpresi sesuai dengan
tingkat kecerdasaan dan usiany, dalam

bimbingan orang tua

. Berhak untuk mengetahui orang tuanya,
dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya.

. Dalam hal karena sesuatu sebab orang
tuanya tidak dapat menjamin tumbuh
kembang anak, tersebut berhak diasuh atau
diangkat sebagai anak asuh atau anak
angkat oleh orang lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

. Berhak memperoleh pelaynan kesehatan

dan jaminan sosial sesuai dengan
kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan
sosial.

. Berhak memperoleh pendidikan dan

pengajaran dalam rangka pengembangan

pribadinya dan tingkat kecerdasannya

sesuai dengan minat dan bakatnya.

. Khusus bagi anak yang menyandang cacat
juga berhak memperoleh pendidikan luar
biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki
keunggulan juga berhak mendapatkan

pendidikan khusus.

. Setiap anak berhak menyatakan dan di

dengar pendapatnya, menerima, mencari,
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10.

11.

dan memberikan informasi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya demi
pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-

nilai kesusilaan dan kepatutan.

Setiap anak yang menyandang cacat berhak

untuk beristirahat dan memanfaatkan
wwaktu luang, bergaul dengan anak seba-
ya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan
minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya

demi perkembangan diri.

Setiap anak selama dalam pengasuhan
orang tua, wali, atau pihak lain mana pun
yang bertanggung jawab atas pengasuhan,
berhak mendapat perlindungan dari perla-

kuan:

a. Diskriminasi

b. Eskploitasi, baik ekomoni maupun
seksual;

c. Penelantaran

d. Kekejaman, kekerasan, dan

penganiayaan;
e. Ketidakadilan, dan

f. Perlakuan salah lainnya.

Setiap makhluk yang diciptakan oleh

Allah SWT. di alam semesta ini pasti mempu-

nyai haknya masing-masing yang harus dihor-

mati juga dimuliakan oleh makhluk lainnya.

Begitupun juga seorang anak yang mempu-
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nyai hak-hak istimewa sebagai makhluk Allah
SWT. Dengan memberikan hak-hak istimewa
kepada manusia sebelum manusia itu menge-
tahui kewajibannya sebagai hamba, Allah
SWT. telah memberikan haknya terlebih dahu-
lu berupa hak hidup, hak dilindungi, hak
mendapatkan kasih dan sayang, hak untuk
dididik secara benar dan hak-hak lainnya yang
merupakan hak dasar bagi anak yaitu, hak
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan
jaminan sosial, hak untuk beribadah menurut
keyakinannya serta hak untuk mendapatkan
status kewarganegaraan. Sungguh Allah SWT.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi
manusia yang wajib dijami, dilindungi dan
dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah dan negara. Hak-hak anak wajib
dipenuhi oleh semua pihak dengan tujuan
melaksanakan amanat Allah Swt untuk kemu-
liaan manusia sebagai mahkluk Allah Swt,
serta pengakuan atas kebesaran dan kemura-
han Allah Swt kepada seorang manusia.
Didalam Al-qur’an surah Ali Imran ayat 36
dimana ada hak anak untuk diberi nama yakni;
S psa R 5 SVERW Gy Gadag
i 3 GUAE (palgi 5 dlia e

Artinya: “Maka ketika melahirkannya,

dia berkata, Ya Tuhanku, aku telah melahirkan
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anak perempuan’. Padahal Allah lebih tahu
apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak
sama dengan perempuan. Dan aku memberi-
nya nama Maryam dan aku mohon perlin-
dungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari
(gangguan) setan terkutuk. (QS. Ali-Imran:
36)

I11. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun skripsi ini, penulis
menggunakan jenis penelitian kualitatif des-
kriptif, karena karakteristik dari penelitian ku-
alitatif deskriptif tidak menggunakan perhitu-
ngan dan statistik. Namun menggunakan ling-
kungan alamiah sebagai sumber data, memi-
liki sifat deskriptif, lebih menekankan proses
penelitian, bersifat induktif dan juga menguta-
makan makna.

Sugiyono mengatakan bahwa, penelitian
kualitaif adalah penelitian yang berlandaskan
pada filsafat postpositivisme, yakni digunakan
untuk meneliti pada kondisi obyek yang ala-
miah atau bisa juga disebut lawan dari ekspe-
rimen, dimana peneliti adalah sebagai instru-
ment kuncinya. Teknik pengumpulan data
juga dilakukan secara triangulasi atau gabu-
ngan, analisis data bersifat induktif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna

dari pada generalisasi.
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IV. HASIL PENELITIAN

Peneilitian ini dilakukan dengan wawan-
cara dengan hakim Pengadilan Agama maupun
hakim Pengadilan Negeri serta dengan orang
tua angkatnya yang melakukan pengangkatan
anak di pengadilan agama dan meriset mencari
data sebarapa banyak orang yang melakukan
pengangkatan anak secara aturan hukum yang
berlaku.

V. KESIMPULAN

Setelah menganalisis, mengumpulkan
dan melakukan pembahasan terhadap, data-da-
ta yang sudah diperoleh tentang Studi Kom-
parasi Terhadap Hukum Islam dan Hukum

Positif Tentang Hak-Hak Anak Angkat di

Pengadilan Agama, maka penulis menyimpul-

kan sebagai berikut:

1. Pertimbangan tentang hak-hak anak angkat
menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
itu sendiri, dalam hukum Islam secara hak
anak angkat itu sama seperti anak kandung
dalam hal pendidikan, nafkah, dan pemeli-
haraan kesehatan. hanya dalam hak waris
anak angkat tidak dapat menjadi pewaris
dari orang tua angkatnya karena yang ber-
hak mendapatkan warisan itu adalah anak
kandungnya, melalui hubungan pernikahan
atau hubungan darah. Anak angkat bisa

mendapatkan hibah dari kedua orang tua

YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA

Volume 6 Nomor 3 Edisi Agustus 2021 (13-27)
angkatnya jika diberi wasiat maksimal 1/3
harta, pasal 209 ayat (2), sedangkan dalam
Hukum Positif hak anak angkat sama se-
perti anak kandung termasuk anak angkat-
pun mendapatkan warisan dari orang tua
angkatnya.

2. Persamaan anak angkat menurut Hukum
Islam dan Hukum Positif mereka mempu-
nyai hak yang sama seperti anak kandung,
dalam hal pendidikan, pemberian nafkah,
dan pemeliharaan kesehatannya, anak yang
haknya dialihkan dari lingkungan kekuasa-
an keluarga orang tua, wali yang sah, atau
orang lain yang bertanggung jawab atas pe-
rawatan, pendidikan, dan membesarkan

anak tersebut, ke dalam lingkungan keluar-
ga orang tua angkatnya berdasarkan kepu-
tusan atau penetapan pengadilan. Perbeda-
annya anak angkat dalam prespektif hukum
islam tidak mendapatkan warisan hanya
mendapatkan wasiat dan hibah untuk pres-
pektif menurut hukum positif anak angkat
mendapatkan harta warisan dari orang tua
angkatnya.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Hu-
kum Islam;Yang menjadi kewajiban anak
angkat sama dengan kewajiban anak kan-
dung berbakti, mentaati kepada orang tua

angkatnya serta menjalankan apa yang di-
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perintankan kedua orang tua angkatnya.
Berdasarkan Pasal 19 undang-undang No-
mor 23 tahun 2002 dijelaskan menghormati
kedua orang tuanya, mencintai, dan menya-

yangi keluarga dari orang tua angkatnya.
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